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Abstrak: Kasus yang menimpa Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan,
memicu perhatian publik dan menyoroti isu perlindungan hukum bagi guru dalam
menjalankan tugasnya. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum
yang tersedia bagi guru dalam konteks profesional mereka, terutama saat menghadapi
konflik dengan siswa atau pihak keluarga. Urgensi penelitian ini terletak pada upaya
untuk mengidentifikasi celah hukum yang sering kali menempatkan guru dalam situasi
rentan kriminalisasi saat menjalankan tugas. Metode yang digunakan dalam penelitian
ini adalah analisis yuridis normatif dengan pendekatan kasus untuk memahami
perlindungan hukum yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
terdapat sejumlah instrumen hukum yang mengatur hak dan perlindungan bagi tenaga
pendidik, namun implementasinya sering kali terkendala oleh kurangnya pemahaman
tentang hak guru, serta ketidakseimbangan dalam penyelesaian konflik dengan
pendekatan hukum yang adil. Artikel ini juga menekankan pentingnya pendekatan
restorative justice sebagai solusi untuk menghindari kriminalisasi yang berlebihan terhadap
profesi guru. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlunya perbaikan kebijakan yang
lebih jelas dan praktis dalam melindungi guru, khususnya dalam situasi yang berpotensi
menimbulkan konflik, sehingga profesi guru dapat terlindungi dan dihargai sesuai
dengan perannya dalam pendidikan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Restorative Justice; Guru.

Abstract: The case involving Supriyani, an honorary teacher in Konawe Selatan, has attracted
public attention and highlighted issues surrounding the legal protection for teachers in performing
their duties. This article aims to analyze the legal protections available to teachers within their
professional context, particularly when facing conflicts with students or their families. The urgency
of this research lies in identifying legal gaps that offen place teachers in a vulnerable position for
criminalization while carrying out their duties. This study employs a normative juridical analysis
with a case approach to understand the legal protections in place for teachers in Indonesia. The
results reveal that while there are several legal instruments regulating the rights and protection of
educators, their implementation is often hindered by a lack of awareness regarding teachers' rights
and an imbalance in conflict resolution through fair legal approaches. This article also emphasizes
the importance of a restorative justice approach as a solution to avoid excessive criminalization of
the teaching profession. The conclusion of this study highlights the need for clearer and more
practical policy improvements to protect teachers, especially in situations that may lead to conflict,
ensuring that the teaching profession is safeguarded and respected for its vital role in education.
Keywords: Legal Protection; Restorative Justice; Teacher.

PENDAHULUAN

Guru memiliki peran strategis dalam

memberikan perlindungan yang memadai bagi
guru dalam menjalankan tugasnya. Kasus ini

mencetak generasi penerus yang berkompeten
dan berkarakter. Namun, dalam menjalankan
tugasnya, mereka seringkali berada pada
posisi rentan saat menghadapi konflik dengan
siswa atau orang tua, seperti yang tercermin
dalam kasus Supriyani, seorang guru honorer
di Konawe Selatan, yang mendapat tuduhan
kriminal akibat dugaan penganiayaan
terhadap muridnya. Kasus ini menggugah
perhatian  publik dan  memunculkan
pertanyaan tentang sejauh mana hukum

bukan hanya mengangkat isu hukum, tetapi
juga menggarisbawahi adanya kebutuhan

untuk  melindungi profesi guru dari
kriminalisasi yang berlebihan.
Penelitian sebelumnya banyak

menyoroti perlindungan hukum bagi tenaga
pendidik. Menurut Mulyadi (2019), guru
kerap dihadapkan pada dilema ketika terjadi
perselisthan dengan siswa atau orang tua yang
terkadang berdampak pada ranah hukum.
Sementara itu, penelitian dari Suyono dan
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Zaini (2021) menekankan bahwa konflik
antara guru dan murid sering kali diselesaikan
melalui jalur hukum, yang berdampak negatif
pada keamanan psikologis dan profesionalitas
guru. Namun, studi-studi ini belum secara
spesifik mengulas kasus nyata yang dapat
menjadi  ruyjukan  untuk  merumuskan
kebijakan perlindungan hukum yang lebih
komprehensif dan realistis bagi profesi guru.
Dalam konteks perlindungan hukum,
Indonesia telah memiliki berbagai peraturan
yang menjamin hak dan kewajiban tenaga
pendidik. Undang-Undang No. 14 Tahun
2005 tentang Guru dan Dosen, misalnya,
memberikan perlindungan bagi guru dalam
menjalankan profesinya. Namun,
implementasinya di lapangan sering kali

terbentur  dengan  kendala, termasuk
minimnya kesadaran masyarakat dan
kurangnya dukungan dalam penerapan

hukum yang adil bagi tenaga pengajar. Hal ini
selaras dengan temuan dari Sutrisno (2020)
yang menyoroti bahwa guru sering kali
terjebak  dalam  situasi  sulit  akibat
ketidakjelasan batasan dalam penerapan
undang-undang ini.

Kasus Supriyani juga membuka wacana
baru tentang penerapan restorative justice dalam
menangani konflik antara guru dan siswa.
Restorative  justice, yang berfokus pada
pemulihan hubungan antar pihak tanpa
melalui proses hukum yang memberatkan,
dinilai lebih manusiawi dan relevan dalam
konteks pendidikan (Gunawan, 2021).
Melalui pendekatan ini, konflik dapat
diselesaikan tanpa kriminalisasi, sehingga
guru dapat menjalankan tugasnya dengan rasa
aman dan bebas dari intimidasi. Meski telah
ada penerapan restorative justice dalam
beberapa kasus pendidikan, masih terdapat
celah yang perlu diperbaiki agar pendekatan
ini lebih efektif dalam melindungi tenaga
pendidik.

Profesionalisme guru
landasan  utama  dalam

merupakan
menciptakan

lingkungan pendidikan yang efektif dan
berdaya saing. Seorang guru diharapkan tidak
hanya memiliki pengetahuan yang memadai
dalam bidangnya, tetapi juga keterampilan
interpersonal dan etika yang tinggi untuk
mendidik dan membimbing siswa.
Profesionalisme ini mencakup kemampuan
untuk  beradaptasi dengan  perubahan
kurikulum, memahami kebutuhan siswa
secara individual, dan mengelola kelas dengan
baik. Ketika seorang guru menjalankan
tugasnya dengan profesional, mereka tidak
hanya berkontribusi pada perkembangan
akademis siswa, tetapi juga membentuk
karakter dan kepribadian mereka. Namun,
dalam menjalankan peran tersebut, guru
sering kali dihadapkan pada tantangan dan
risiko, termasuk potensi konflik dengan siswa,
orang tua, atau pihak lain yang dapat
mengancam keamanan dan reputasi mereka.

Untuk melindungi profesionalisme guru,
perlindungan hukum yang kuat dan
komprehensif sangat diperlukan. Hukum
harus memberikan jaminan bagi guru dalam
menjalankan tugasnya, sehingga mereka dapat
berfokus pada pendidikan tanpa rasa takut
akan kriminalisasi atau tekanan dari pihak
luar. Perlindungan hukum ini mencakup
berbagai aspek, mulai dari hak atas kebebasan
berekspresi di kelas hingga perlindungan dari
tindakan hukum yang tidak adil. Undang-
Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen, misalnya, memberikan kerangka
hukum yang seharusnya melindungi guru
dalam menjalankan tugasnya. Namun, dalam
praktiknya, implementasi perlindungan ini
sering kali belum memadai. Oleh karena itu,
penting untuk mengkaji kembali dan
memperkuat regulasi yang ada, serta
mengedukasi masyarakat tentang hak dan
kewajiban  guru, guna  menciptakan
lingkungan yang mendukung profesionalisme
mereka.

Kebaruan yang ditawarkan oleh
penelitian 1ni adalah eksplorasi mendalam
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mengenal bagaimana kasus Supriyani dapat
menjadi studi kasus untuk memperbaiki
kerangka hukum perlindungan bagi guru di
Indonesia. Artikel ini akan mengidentifikasi
celah-celah hukum dalam perlindungan bagi
guru dan menawarkan strategi untuk
mengatasi kriminalisasi berlebihan terhadap
profesi ini. Selain itu, artikel ini akan
membandingkan dengan kebijakan hukum di
negara lain yang telah berhasil melindungi
guru dari potensi kriminalisasi, sehingga dapat
memberikan rekomendasi konkret bagi sistem
hukum di Indonesia.

Studi ini menggunakan pendekatan
yuridis normatif dan metode analisis kasus
untuk  memahami  penerapan  hukum
perlindungan guru, khususnya dalam situasi
konflik. Dengan pendekatan ini, penelitian
diharapkan mampu memberikan kontribusi
baru terhadap wacana perlindungan hukum
bagi guru, serta menjadi dasar bagi perumusan
kebijakan yang lebih konkret dalam menjamin
keselamatan dan kenyamanan guru dalam
menjalankan tugasnya.

Dengan adanya perlindungan hukum
yang kuat, diharapkan profest guru akan
dihargai dan tidak lagi menghadapi ancaman
kriminalisasi yang dapat menurunkan
martabat serta efektivitas dalam pendidikan.
Artikel 1ni bertujuan untuk memberikan
pemahaman baru dan rekomendasi yang lebih
baik terhadap perbaikan kebijakan
perlindungan hukum bagi tenaga pendidik di
Indonesia.

METODE
Penelitian ini menggunakan metode
yuridis  normatif untuk  menganalisis

perlindungan hukum bagi guru dalam
menjalankan tugasnya, dengan fokus khusus
pada kasus Supriyani di Konawe Selatan.
Metode ini dipilih karena memberikan
kerangka yang sistematis untuk
mengeksplorasi dan memahami aspek-aspek
hukum yang terkait dengan profesi guru, serta

hak dan kewajiban yang diatur dalam
perundang-undangan.Dalam pelaksanaannya,
penelitian ini mengkaji berbagai regulasi
hukum yang relevan, seperti Undang-Undang
No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,
serta  peraturan-peraturan daerah  yang
berkaitan dengan pendidikan.

Selanjutnya, penelitian ini  juga
menggunakan pendekatan analisis kasus
untuk mengeksplorasi secara mendalam
situasi yang dihadapi oleh Supriyani. Melalui
pendekatan  ini,  penelitian = berusaha
mengidentifikasi celah hukum yang ada dan
implikasinya terhadap perlindungan guru.
Data dikumpulkan melalui studi dokumen,
wawancara dengan pihak-pihak terkait,
termasuk guru, pengawas pendidikan, dan ahli
hukum, serta observasi langsung terhadap
situasi di lapangan. Analisis dilakukan dengan
membandingkan kasus ini dengan praktik
terbaik di negara lain yang telah berhasil
memberikan perlindungan hukum yang lebih
baik bagi guru. Pendekatan ini diharapkan
dapat memberikan rekomendasi yang konkret
untuk meningkatkan perlindungan hukum
bagi guru di Indonesia, sehingga profesi ini
dapat dijalankan dengan lebih aman dan
efektif.

HASIL DAN DISKUSI
Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini mengungkapkan
bahwa perlindungan hukum bagi guru di
Indonesia, dengan fokus khusus pada kasus
Supriyani di Konawe Selatan, menghadapi
sejumlah tantangan yang signifikan. Salah
satu temuan utama menunjukkan bahwa
minimnya pemahaman masyarakat mengenai
hak dan kewajiban yang melekat pada profesi
guru menjadi penghambat utama dalam
penerapan  perlindungan hukum yang
seharusnya  tersedia. Tanpa  adanya
pengetahuan yang memadai, interaksi antara
guru, siswa, dan orang tua sering kali diwarnai
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oleh kesalahpahaman yang dapat berujung
pada konflik.

Selain itu, kurangnya sosialisasi terkait
regulasi yang mengatur perlindungan guru
turut memperburuk situasi ini. Penelitian ini
melakukan wawancara dengan beberapa guru
dan pengawas pendidikan, yang
mengungkapkan bahwa mereka sering merasa
rentan dan tidak dilindungi saat melaksanakan
tugas mereka, terutama dalam situasi yang
melibatkan ketegangan dengan orang tua
siswa atau pihak eksternal. Banyak dari
mereka yang merasakan bahwa dukungan
hukum yang seharusnya ada tidak terwujud
dengan baik di lapangan.

Melalui analisis mendalam terhadap
berbagai dokumen hukum, termasuk Undang-
Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen, terlihat bahwa meskipun terdapat
ketentuan hukum yang jelas mengenai hak-
hak guru, implementasinya sering kali tidak
sejalan dengan harapan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa dalam kasus Supriyani,
perlindungan hukum yang diharapkan justru
gagal diwujudkan, yang berakibat pada
kerugian baik secara profesional maupun
emosional bagi guru tersebut. Hal ini
menegaskan bahwa peraturan yang ada saat
ini belum cukup kuat untuk memberikan
perlindungan yang efektif bagi para pendidik.

Kondisi ini menciptakan kebutuhan
mendesak akan reformasi hukum yang lebih
komprehensif untuk memastikan
perlindungan yang tepat bagi guru di
Indonesia. Sebuah kerangka hukum yang
lebih solid dan mendukung diperlukan agar
guru dapat menjalankan tugas mereka dengan
lebith aman dan nyaman. Selain itu, penting
untuk menciptakan saluran komunikasi yang
baik antara pihak sekolah, orang tua, dan
masyarakat agar berbagai isu dapat dibahas
dan diselesaikan secara konstruktif sebelum
berkembang menjadi konflik yang lebih besar.

Selanjutnya, studi ini juga menyoroti
pentingnya peningkatan kesadaran

masyarakat tentang peran dan tanggung jawab
guru. Edukasi yang berkelanjutan tentang hak-
hak guru dan regulasi yang ada harus
dilakukan untuk mengurangi kesalahpahaman
dan membangun hubungan yang lebih
harmonis antara semua pemangku
kepentingan. Tanpa adanya kesadaran dan
pemahaman yang lebih baik, tantangan
perlindungan hukum bagi guru akan terus
berlanjut.

Akhirnya, penelitian ini menegaskan
perlunya dukungan dari pemerintah, lembaga
pendidikan, dan masyarakat untuk
menciptakan lingkungan yang mendukung
bagi guru. Dengan langkah-langkah konkrit,
termasuk revisi terhadap peraturan yang ada
dan penyusunan mekanisme pengaduan yang
efisien, diharapkan perlindungan hukum bagi
guru dapat ditingkatkan. Melalui kolaborasi
antara  berbagai pihak, tidak hanya
perlindungan bagi guru yang dapat diperkuat,
tetapi juga kualitas pendidikan di Indonesia
secara keseluruhan dapat ditingkatkan.

Pembahasan

Diskusi ini menyoroti pentingnya
perlindungan hukum bagi guru sebagai elemen
kunci dalam sistem pendidikan yang efektif.
Mengacu pada hasil penelitian, jelas bahwa
ketidakpahaman masyarakat tentang hak dan
kewajiban guru berkontribusi pada terjadinya
konflik yang merugikan pihak pendidik. Hal
ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang
menunjukkan bahwa sosialisasi regulasi
pendidikan yang buruk berpengaruh terhadap
hubungan antara guru, siswa, dan orang tua
siswa (Prasetyo, 2021). Situasi ini menegaskan
perlunya pemahaman yang lebih mendalam di
kalangan masyarakat tentang peran vital guru
dalam pendidikan.

Lebih jauh, reformasi hukum yang
diusulkan dalam penelitian ini perlu
melibatkan berbagai pemangku kepentingan,
termasuk pemerintah, lembaga pendidikan,
dan masyarakat. Upaya meningkatkan
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kesadaran tentang hak-hak guru melalui
program pelatihan dan sosialisasi menjadi
sangat penting untuk menciptakan lingkungan
yang mendukung profesionalisme mereka.
Penelitian oleh Hamzah (2020) juga
menekankan bahwa perlindungan hukum
tidak hanya bergantung pada regulasi yang
ada, tetapi juga pada implementasi yang
efektif dan dukungan dari semua pihak yang
terlibat. Tanpa dukungan ini, regulasi yang
ada tidak akan cukup untuk melindungi hak-
hak guru di lapangan.

Dalam konteks ini, penguatan regulasi
yang ada dan pembentukan mekanisme
pengaduan yang efektif untuk guru juga harus
dipertimbangkan. Ini akan memberikan
saluran bagi guru untuk menyampaikan
keluhan atau konflik yang mereka hadapi
dalam menjalankan tugas, sehingga dapat
diatasi secara hukum dan adil. Penelitian oleh
Widiastuti  (2019) menunjukkan bahwa
mekanisme pengaduan yang baik dapat
membantu dalam menyelesaikan masalah
yang dihadapi oleh pendidik, serta
memberikan rasa aman dan perlindungan
yang lebih besar bagi mereka.

Selain itu, perlu adanya kolaborasi
antara pemerintah dan lembaga pendidikan
dalam  merumuskan  kebijakan  yang
mendukung perlindungan hukum bagi guru.
Pramudito (2020) menegaskan bahwa
kebijakan pendidikan yang komprehensif
dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi
pengembangan profesionalisme guru. Dengan
kebijakan yang tepat, diharapkan guru akan
merasa lebih dihargai dan dilindungi dalam
menjalankan tugasnya.

Tidak kalah penting, upaya peningkatan
profesionalisme guru juga harus didukung
oleh penelitian yang berkelanjutan. Penelitian
oleh Yunita (2021) menunjukkan bahwa
pemahaman yang lebih baik tentang konflik
antara guru dan orang tua dapat membantu
dalam menciptakan strategi penyelesaian yang
lebih efektif. Oleh karena itu, riset lebih lanjut

perlu dilakukan untuk menggali lebih dalam
tentang dinamika hubungan ini dan
implikasinya terhadap perlindungan hukum
bagi guru.

Sejumlah  penelitian  menunjukkan
bahwa tantangan yang dihadapi oleh guru
dalam menjalankan tugasnya tidak hanya
berasal dari ketidakpahaman masyarakat,

tetapi juga dari rendahnya dukungan
institusional yang tersedia. Menurut Sari
(2021), kurangnya pelatthan mengenai

manajemen konflik dan hak-hak guru di
lembaga pendidikan berdampak signifikan
terhadap cara guru menghadapi masalah yang
muncul dalam interaksi dengan orang tua
siswa. Penelitian tersebut mencatat bahwa
tanpa pemahaman yang memadai mengenai
regulasi yang ada, banyak guru merasa
terjebak dalam situasi konflik tanpa jalan
keluar yang jelas, sehingga berpotensi
menurunkan kualitas pendidikan yang mereka
berikan. Dengan demikian, penelitian ini
menggarisbawahi pentingnya penyediaan
program pelatihan yang komprehensif dan
berkelanjutan sebagai bagian dari kebijakan
perlindungan hukum yang lebih luas.

Selain itu, penelitian oleh Rahmawati
(2022) menunjukkan bahwa perlindungan
hukum yang efektif untuk guru juga berkaitan
erat dengan peran lembaga pendidikan dalam
menciptakan lingkungan kerja yang aman.
Dalam analisisnya, ia menemukan bahwa
sekolah yang memiliki sistem pengaduan yang
baik dan transparan cenderung memiliki
tingkat kepuasan guru yang lebih tinggi, serta
mengurangi kasus konflik antara guru dan
orang tua siswa. Dengan adanya mekanisme
yang jelas, guru dapat melaporkan masalah
tanpa takut akan reperkusi, sehingga
menciptakan iklim yang lebih positif untuk
pengajaran.  Penelitian ini  mendukung
argumen bahwa sistem perlindungan hukum
yang ada harus mencakup elemen-elemen
yang memfasilitasi penguatan komunikasi dan
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pengaduan di antara semua pihak yang terlibat
dalam pendidikan.

Akhirnya, perlindungan hukum yang
kuat wuntuk guru tidak hanya akan
meningkatkan keamanan mereka, tetapi juga
akan berdampak positif pada kualitas
pendidikan yang diberikan kepada siswa.
Fitria (2022) mencatat bahwa adanya jaminan
perlindungan hukum yang memadai akan
mendorong guru untuk bekerja dengan lebih
baik dan inovatif, sehingga berkontribusi pada
pencapaian pendidikan yang lebih tinggi.

Dengan demikian, melalui pendekatan
yang holistik dan partisipatif, diharapkan
bahwa profesi guru akan mendapatkan
pengakuan dan  perlindungan  yang
semestinya, serta dapat melaksanakan tugas
mereka dengan lebih aman dan profesional.
Dengan dukungan yang tepat dari semua
pemangku kepentingan, perlindungan hukum
bagi guru dapat menjadi realitas yang lebih
kuat di Indonesia.

KESIMPULAN

Tulisan ini menyoroti pentingnya
perlindungan hukum bagi guru dalam
menjalankan tugas pendidikan, dengan fokus
pada kasus Supriyani di Konawe Selatan.
Penelitian menunjukkan bahwa tantangan
yang dihadapi oleh guru dalam mendapatkan
perlindungan hukum masih signifikan,
terutama disebabkan oleh ketidakpahaman
masyarakat mengenai hak dan kewajiban guru
serta kurangnya sosialisasi tentang regulasi
yang ada. Meskipun terdapat undang-undang
yang menjamin perlindungan bagi guru,
implementasinya di lapangan masih belum
memadai, yang berakibat pada kerugian
profesional dan emosional bagi guru. Oleh
karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk
reformasi hukum yang lebih komprehensif
yang  melibatkan semua  pemangku
kepentingan, termasuk pemerintah dan
lembaga pendidikan. Upaya meningkatkan
kesadaran tentang hak-hak guru melalui

program pelatthan dan sosialisasi serta
penguatan mekanisme pengaduan yang efektif
sangat diperlukan. Dengan langkah-langkah
ini, diharapkan profesi guru akan
mendapatkan pengakuan dan perlindungan
yang semestinya, sehingga mereka dapat
menjalankan tugasnya dengan lebih aman dan
profesional, demi kemajuan pendidikan di
Indonesia.
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